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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD 

itu, batang tubuh konstitusi itu di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), 

Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem 

pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan 

pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan 

untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, 

nasional, dan global. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara 

terencana, terarah, dan berkesinambungan.
1
 

Konsep mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pembukaan Undang-Undang 

Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlaku untuk semua 

komponen bangsa, tak terkecuali mereka yang berada dalam tingkat ekonomi lemah. 

Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat (1) menyebutkan 
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bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (3) 

menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak 

mulia.
2
 

Pendidikan merupakan segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan 

individu sebagai pengalaman pelajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan 

sepanjang hidup. Di bawah pengaruh orang dewasa agar mempunyai kemampuan 

yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan, tugas-tugas 

sosialnya dalam bermasyarakat.
3
 Maka terjadilah proses perubahan tingkah laku anak 

didik agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai anggota 

masyarakat dalam lingkungan alam sekitar dimana individu itu berada. 

Dengan demikian terlihat bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab 

bersama orang dewasa. Oleh karena itu setiap orang dewasa terutama dewasa yang 

berprofesi sebagai pendidik maupun bergerak di bidang pendidikan dalam arti luas 

kiranya perlu memahami situasi umum pendidikan dewasa ini, menetapkan apa yang 

mereka harapkan di masa depan. 

Dalam proses globalisasi yang sedang dan akan dihadapi oleh masyarakat dan 

bangsa Indonesia semakin lama semakin intens, maka pertanyaan segera muncul, 

bagaimanakah mengelola sistem pendidikan nasional agar dapat sejalan dengan 
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dinamika yang sedang dan akan terjadi.
4
 Salah satu tantangan besar lembaga-lembaga 

pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam adalah bagaimana cara 

mengoptimalkan semua sumber daya yang dimilikinya.
5
 

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia 

adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, 

khususnya pendidikan dasar dan menengah. Sebenarnya berbagai usaha telah 

dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, antara lain melalui berbagai latihan 

dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan 

sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun 

demikian, berbagai indikator mutu pendidikan seperti kualitas outputnya belum 

menunjukkan peningkatan yangberarti. 

Dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya ada tiga faktor yang 

menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. 

Faktor pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional 

menggunakan pendekatan education production function atau input output analisis 

yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga 

pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua input 

(masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan 

menghasilkan output yang dikehendaki. Pendekatan ini menganggap bahwa apabila 

input pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, dan 
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perbaikan sarana serta prasarana pendidikan lainnya dipenuhi, maka mutu pendidikan 

(output) secara otomatis akan terjadi. Dalam kenyataannya, mutu pendidikan yang 

diharapkan tidak terjadi, Mengapa? Karena selama ini dalam menerapkan pendekatan 

education production function terlalu memusatkan pada input pendidikan dan kurang 

memperhatikan pada proses pendidikan. Padahal proses pendidikan sangat 

menentukan output pendidikan.
6
 

Faktor kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara 

birokratik sentralistik sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara 

pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang 

sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan 

kondisi sekolah setempat. Dengan demikian, sekolah kehilangan kemandirian, 

motivasi dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk 

peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional. 

Faktor ketiga adalah peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam 

penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat selama 

ini pada umumnya lebih bersifat dukungan financial (keuangan) dan bukan pada 

proses pendidikan mulai dari pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi dan 

akuntabilitas. Berkaitan dengan akuntabilitas, sekolah tidak mempunyai beban 

untukmempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, 
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khususnya orang tua siswa, sebagai salah satu unsur utama yang berkepentingan 

dengan pendidikan.
7
 

Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan adanya 

sistem pendidikan dan kurikulum yang bersifat fleksibel dan dinamis serta mampu 

mengakomodasi keanekaragaman kemampuan siswa, potensi daerah, kualitas sumber 

daya manusia, sarana pembelajaran dan kondisi sosial budaya. 

Dalam kurikulum ini pemerintah pusat menentukan standar kompetensi umum 

secara nasional yang berlaku di seluruh daerah, sedangkan daerah diberi kekuasaan 

untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi dan karakteristik masing 

masing. 

Disamping itu perlu pembenahan kurikulum yang dapat mengakomodasi 

potensi sumber daya di masing masing daerah, maka disusunlah kurikulum yang 

berbasis kompetensi yang lebih fleksibel dan dinamis. Dalam kurikulum ini 

pemerintah pusat menentukan standar kompetensi umum secara nasional yang 

berlaku di seluruh daerah, sedangkan daerah diberi kekuasaan untuk mengembangkan 

kurikulum sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing masing. 

Kurikulum yang tidak sesuai dengan tuntutan sosial,  tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga tidak sesuai dengan dunia 

kerja, maka sudah jelas kurikulum akan mengalami problem, yaitu akan terjadi 
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pengangguran pada lulusan sekolah. Dengan melihat data tersdebut kurikulum perlu 

dirubah, dikembangkan dan diperbaruhi.
8
 

kurikulum yang telah usang korbannya bukan hanya terletak pada peserta 

didik saja, tapi dampak negatifnya akan menimpa pada lembaga sekolah. Lembaga 

akan dijauhi masyarakat, sekolah akan ketinggalan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sehingga akan sulit akan membangun tujuan nasional yang telah direncanakan pada 

sebelumnya.
9
 

Dalam perjalanannya dunia Pendidikan Indonesia telah menerapkan enam 

kurikulum, yaitu Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, kurikulum1984, Kurikulum 

1994, Kurikulum 2004 atau  Kurikulum Berbasis Kompetensi (meski belum sempat 

disahkan pemerintah, tetapi sempat berlaku di beberapa sekolah piloting project), dan 

terakhir Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dikeluarkan pemerintah 

melalui Permen Diknas Nomor 22 tentang Standar Isi, Permen Nomor 23 tentang 

Standar Komnpetensi Lulusan, dan Permen Nomor 24 tentang Pelaksanaan kedua 

Permen tersebut. 

Pergantian kurikulum merupakan suatu hal yang biasa dan suatu keniscayaan 

dalam rangka merespons perkembangan masyarakat yang beitu cepat. Pendidikan 

harus mampu menyesuaikan dinamika yang berkembang dalam masyarakat, terutama 

tuntutan dan kebutuh masyarakat. Dan itu bisa dijawab dengan perubahan kurikulum. 

Seorang guru yang nantinya akan melaksanakan kurikulum di kelas melalui proses 
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belajar mengajar, dipandang perlu mengetahui dan memahami kurikulumyang pernah 

berlaku di Indonesia. Dengan demikian, para guru dapat mengambil bagian yang 

terbaik dari kurikulum yang berlaku di Indonesia untuk diimplementasikan dalam 

menjalankan proses belajar mengajar. 

 Salah satu perubahan kurikulum yang bisa dikatakan gebrakan baru adalah 

kurikulum berbasis kompetisi. Untuk memahami tentang pengertian kurikulum 

berbasis kompetensi (KBK) ini, perlu dikemukakan terlebih dahulu pengertian dari 

kompetensi itu sendiri, Surat Keputusan Mendiknas nomor 045/U/2002 tentang 

Kurikulum Inti Perguruan Tinggi mengemukakan “Kompetensi adalah seperangkat 

tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk 

dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang 

pekerjaan tertentu.” Kay (1977) mengemukakan bahwa kompetensi selalu dilandasi 

oleh rasionalitas yang dilakukan dengan penuh kesadaran “mengapa” dan 

“bagaimana” perbuatan tersebut dilakukan.
10

 

Berdasarkan pengertian dari kurikulum dan kompetensi di atas, “Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang 

menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas 

dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta 

didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu.”
11
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Pusat kurikulum, Balitbang Depdiknas (2002) mendefinisikan bahwa 

kurikulum berbasis kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang 

kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar 

mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan 

kurikulum sekolah. Kurikulum ini berorientasi pada: (1) hasil dan dampak yang 

diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar 

yang bermakna, dan (2) keberagaman yang dapat diwujudkan sesuai dengan 

kebutuhannya. 

Dalam KBK, proses pembelajaran difokuskan pada pemerolehan kompetensi-

kompetensi oleh peserta didik. Oleh sebab itu,  kurikulum ini mencakup sejumlah 

kompetensi, dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, 

sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan 

peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Kegiatan pembelajaran perlu 

diarahkan untuk membantu peserta didik sekurang-kurangnya tingkat kompetensi 

minimal, agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 

Selain kurikulum berbasis kompetensi ada juga kurikulumtingkat satuan 

pendidikan (KTSP).Dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP Pasal 1, Ayat 15) 

dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah kurikulum 

operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. 

Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan 

berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 
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KTSP yang merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 2004 (KBK) adalah 

kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan 

pendidikan/sekolah.
12

 KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, 

struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan 

silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata 

pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi , kompetensi dasar, 

materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi 

waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar 

kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. 

Secara umum tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan 

memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada 

lembaga pendidikan. KTSP memberikan kesempatan kepada sekolah untuk 

berpartisipasi aktif dalam pengembangan kurikulum.
13

 

KTSP merupakan bentuk operasional pengembangan kurikulum dalam 

konteks desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah, yang akan memberikan 

wawasan baru terhadap system yang sedang berjalan selama ini. Hal ini diharapkan 

depat membawa dampak terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja 

sekolah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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Karekteristik KTSP bisa diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dan 

satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja, proses pembelajaran, pengelolaan 

sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan, serta system penilaian. 

Berdasrkan uraian di atas, dapat dikemukakan beberapa karakteristik KTSP sebagai 

berikut; pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan, partisipasi 

masyarakat dan orang tua yang tinggi, kepemimpinan yang demokratis dan 

professional, serta tim-kerja yang kompak dan transparan.
14

 

Kehadiran kurikulum 2013 tidak lepas dari kurikulum sebelumnya, yakni 

KTSP tahun 2006. Kurikulum 2013 sebagai hasil dari penjabaran Permendikbud No. 

65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan menengah yang 

mengisyaratkan tentang perlunya proses pembelajaran yang dipandu dengan kaidah-

kaidah pendekatan saintifik atau ilmiah. Sebagaimana disebutkan Sudrajat (2013) 

bahwa kehadiran kurikulum2013 menjadikan menjadikan siswa lebih aktif dalam 

mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya, juga dapat mendorong siswa 

untuk melakukan penyelidikan guna menemukan fakta-fakta dari suatu fenomena 

atau kejadian. 

Permasalahan pendidikan yang muncul membuat Kemendikbud menilai perlu 

dikembangkan kurikulum baru yaitu Kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 

2013 dilakukan karena adanya tantangan internal maupun tantangan eksternal 

(Kemendikbud 2013a). Tantangan internal terkait tuntutan pendidikan yang mengacu 

pada 8 Standar Nasional Pendidikan dan faktor perkembangan penduduk Indonesia. 
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Tantangan eksternal berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang 

diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan 

pedagogik, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. Selain itu, fenomena 

negatif akibat kurangnya karakter yang dimiliki peseta didik menuntut pemberian 

pendidikan karakter dalam pembelajaran. Pernyataan tersebut didukung presepsi 

masyarakat bahwa pembelajaran terlalu menitikberatkan pada kognitif, beban siswa 

terlalu berat, dan kurang bermuatan karakter.  

Perubahan kurikulum memiliki tujuan meningkatkan rasa ingin tahu dan 

keaktifan siswa. Permendikbud No 66 tahun 2013 menjelaskan standar penilaian 

kurikulum baru selain menilai keaktifan bertanya, juga menilai proses dan hasil 

observasi siswa serta kemampuan siswa menalar masalah yang diajukan guru 

sehingga siswa diajak berpikir logis. Perubahan Kurikulum 2013 meliputi perubahan 

standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar penilaian. Standar 

kompetensi lulusan dibedakan menjadi domain yaitu sikap, ketrampilan, dan 

pengetahuan secara proporsional yang sistem penilaiannya berdasarkan test dan 

portofolio yang saling melengkapi. 

Menunjuk pada fungsi kurikulum pada proses pendidikan yang menyatakan 

sebagai alat untuk mencapai pendidikan, maka komponen-komponen yang saling 

mendukung satu sama lainya. Salah satu komponen kurikulum adalah komponen 

content atau isi. Komponen isi struktur program atau materi yang diprogramkan 

untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan isi atau materi yang 
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dimaksud biasanya berupa materi bidang-bidang studi.
15

 Salah satu bidang tersebut 

adalah Pendidikan Agama Islam. 

Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu studi di sekolah umum mempunyai 

peranan yang sangat strategis dan signifikan dalam pembentukan moral, akhlak dan 

didik yang sekarang ini berada pada titik terendah dalam perkembangan masyarakat 

Indonesia. Kegagalan Pendidikan Agama Islam untuk membuat dan menciptakan 

peserta didik dan berkarakter atau berkepribadian Islam tidak di kelas, yakni kelemahan 

guru agama Islam dengan mengemas dan mendesain serta membawakan mata pelajaran 

ini kepada peserta didik. Ditambah lagi disebabkan ketiadaan penguasaan bagi guru 

agama Islam dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah, sehingga sampai saat 

ini sulit di kontrol dan dievaluasi keberhasilan dan kegagalanya. Padahal quality 

control itu seharusnya menjadi pegangan dalam melaksankan proses Pendidikan 

Agama Islam, sejak ditingkat input kemudian di proses sampai pada outputnya.
16

 

Realisasi dari pelaksanaan kurikulum yang tepat akan berakibat terhadap 

anggapan kurang pentingnya pendidikan agama oleh siswa, sehingga pengetahuan 

agama siswa sangat dangkal dan berdampak tidak keberhasilan pendidikan agama. 

Disamping itu, penyebab lain dari ketidakberhasilan pendidikan agama adalah faktor 

intern siswa itu sendiri. Siswa yang berada di tengah-tengah masyarakat perkotaan 
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yang lebih beranggapan pendidikan agama di nomor duakan dan anggapan secara 

umum pendidikan agama, adapun pasti dapat nilai enam 

Keterkaitan antara pelaksanaan kurikulum dan anggapan negatif masyarakat 

terhadap pendidikan agama, tentu membutuhkan jalan keluar atau solusi. Yaitu 

lembaga pendidikan harus mampu dan mengubah siswa menuju kesadaran dan 

pemahaman agama sebagai suatu hal yang penting sebagai kepribadian yang utuh.
17

 

Oleh karena itu suatu lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan 

Islam harus pandai-pandai mengatur kurikulum, khususnya kurikulum Pendidikan 

Agama Islam. Yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian 

terhadap hasil yang telah di capai, sehingga dapat di formalisasikan dan tercermin 

dalam perilaku peserta didik.
18

 

Pendidikan sebagai faktor mendasar terhadap tercapainya 

kualitaspembangunan disegala bidang sudah seharusnya mendapat perhatian yang 

serius dari semua lapisan masyarakat, terutama dari para guru sebagai pendidik dalam 

lembaga pendidikan formal.Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang 

merupakan suatulembaga yang membantu bagi tercapainya cita-cita keluarga dan 

masyarakat,khususnya masyarakat Islam dalam bidang pengajaran yang tidak dapat 

secara sempurna dilakukan dalam rumah dan masjid. Bagi umat Islam, 

lembagapendidikan yang dapat memenuhi harapan ialah lembaga pendidikan 
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Islam,artinya bukan sekedar lembaga yang didalamnya diajarkan pelajaran agama 

Islam melainkan suatu lembaga secara keseluruhan bernafaskan Islam.Para ahli 

pendidikan Islam telah sepakat bahwa maksud dari pendidikan dan pengajaran 

bukanlah memenuhi otak anak didik dengan ilmu yang belum mereka ketahui, tetapi 

maksudnya adalah mendidik akhlak dan jiwa mereka.Lebih lanjut lagi, pendidikan 

akhlak dan jiwa dapat disebut juga pendidikanmoral. Dalam hal ini agama 

mempunyai peranan penting karena nilai-nilai moral yang datang dari agama sifatnya 

tetap, tidak berubah-ubah oleh waktu dan tempat.
19

 

Salah satu dari sekian Sekolah Dasar Islam di Surabaya yang masih di anggap 

berhasil dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam adalah 

SDITDaarul Muttaqien yang berada di Pesantren Daarul Muttaqien Terpadu Surabaya  

sebagai SDIT favorit yang cukup berprestasi di Suarabaya. Selain itu Sekolah Dasar 

Islam ini telah berhasil mengembangkan kurikulum Pendidikan Agama Islam di 

tengah-tengah arus sentralisasi dan otonomi pendidikan yang sedang digulirkan oleh 

pemerintah dewasa ini. Sehingga bisa mengeliminir keprihatinan- keprihatinan dalam 

masyarakat dan menjawab tantangan zaman. 

SDIT Daarul Muttaqien Surabaya menggunakan kurikulum 2013 sebagai 

acuan pembelajaran dengan variasi model pengembangan kurikulum dimana setiap 

kegiatan sekolah menggunakan aktifitas mingguan atau weekly activity. Ini diyakini 

bahwa weekly activity akan menunjang keberhasilan siswa dalam proses 

pembelajaran. Tidak hanya siswa dan guru pelajaran yang secara langsung 
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melaksanakannya orang tua pun wajib ikut serta memantau setiap kegiatan anak 

ketika di rumah.  

Setelah melihat beberapa pokok pikiran di atas, penulis tertarik untuk 

mengetahui tentang bagaimana pengembangan kurikulum PAI di SDITDaarul 

Muttaqien yang berada di Pesantren Daarul Muttaqien Terpadu Surabaya  dalam 

penelitian skripsi berjudulstudi tentang PengembanganKurikulum PAI di SDITDaarul 

MuttaqienSurabaya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Agar penelitian ini dapat terarah dan mencapai tujuan sebagimana yang 

diharapkan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengembangan kurikulum PAI diSDITDaarul Muttaqien? 

2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan pengembangan 

kurikulum PAI di SDITDaarul Muttaqien? 

 

C. TujuanPenelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat, maka tujuannnya yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1.    Untuk mengetahui pengembangan kurikulum PAI di SDITDaarul Muttaqien 

2.   Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan 

pengembangan kurikulum PAI di SDITDaarul Muttaqien Surabaya 
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D. Manfaat Penelitian 

Berpijak dari rumusan masalah yang penulis tawarkan, maka manfaat 

penelitian ini adalah: 

 

1. Bagi sekolah yang menjadi fokus penelitian, hasil studi ini di harapkan bermanfaat 

sebagai bahan dokumentasi historis dan bahan pertimbangan untuk mengambil 

langkah-langkah guna meningkatkan kualitas pengembangan kurikulum PAI. 

2. Bagi kalangan akademis, khususnya yang berada dalam dunia pendidikan Islam, hasil 

studi ini di harapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi untuk sama-sama 

memikirkan masa depan pendidikan Islam pada umumnya. 

3. Bagi penulis sendiri, dapat memberikan kontribusi pada khasanah pendidikan Islam. 

 

E. Definisi Operasional 

1.    Studi  

  Studi adalah usaha untuk mempelajari materi pelajaran atau ilmu 

pengetahuan. Kemauan yang keras pada saat belajar adalah bagian penting dari 

proses belajar.
20

 Adapun yang dimaksudkan disini studi adalah kegiatan untuk 

melakukan penelitian tentang suatu hal untuk mendapatkan informasi yang 

akurat. 

2. Pengembangan kurikulum 
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Pengembangan kurikulum(Curriculum development/Curriculum 

design)adalah suatu proses yang merencanakan, menghasilkan suatu alat yang 

lebih baik dengan didasarkan pada hasil penelitian terhadap kurikulum yang 

tidak berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi kegiatan belajar mengajar 

yang lebih baik.
21

 

3. Pendidikan Agama Islam 

 Pendidikan Agama Islam adalah usaha bimbingan secara sadar kepada 

anak didik untuk mengantarkan menjadi insan yang berkepribadian luhur, 

mengerti, memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama Islam yang dianutnya 

sebagai bekal hidup di dunia dan akhirat.
22

 Sedangkan yang dimaksud penulis, 

Pendidikan Agama Islam adalah salah satu mata pelajaran yang bertujuan untuk 

meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan 

segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. 

F. Sistematika Pembahasan 

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan 

yang tergambar pada skripsi dan paparan di bawah ini, untuk mempermudah dalam 

membaca sehingga lebih sistematis dan tidak terdapat atau terhindar dari kerancuan 

kaidah sistematika penulisan skripsi. 

Bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, persetujuan pembimbing, 

halaman pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, abstrak, halaman kata 
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pengantar dan daftar isi yang menerangkan isi skripsi secara keseluruhan.  

Selanjutnya yaitu bab-bab yang terdiri dari: 

Bab pertama Pendahuluan. Bab ini membahas tentang pokok-pokok pikiran 

dasar yang menjadi landasan bagi pembahasan selanjutnya. Dalam bab ini tergambar 

langkah-langkah penulisan awal dalam skripsi yang dapat mengantarkan pada 

pembahasan berikutnya yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Bastasan masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Definisi Istilah atau 

Definisi Operasional, dan Sistematika Pembahasan. 

Bab kedua Kajian Teori. Bab ini teori-teori yang berhubungan dengan 

rumusan penelitian di atas. Yaitu memuat landasan teori yang meliputi: pertama,  

yaitu tinjauan umum tentang kurikulum,yang dibahas didalamnya pengertian 

kurikulum; asas-asas kurikulum; komponen kurikulum, jenis dan model 

pengembangan kurikulum; fungsi dan peran pengembangan kurikulum, aspek 

pengembangan kurikulum. kedua, tinjauan tentang Pendidikan Agama Islam. 

Bab ketiga Metode Penelitian. Bab ini membahas tentang pendekatan dan 

paradigma penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap 

penelitian. 

Bab keempat Laporan Hasil Penelitian. Bab ini membahas tentang hasil 

dari penelitian yang telah dilakukan dan ditulis dengan sistematika: Diskripsi objek 

penelitian, penyajian dan analisis data yang menjadi inti dari penulisan skripsi 
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ini,terkait dengan Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di SDIT Daarul 

Muttaqien Surabaya. 

Bab kelima Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan 

tentang: kesimpulan, saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, sedangkan bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 


